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ABSTRAK 

Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum 

yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau 

bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dansekunder dengan 

mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan 

restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah 

masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan 

restorative justice, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga 

professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga 

pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan 

proses hukum. 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Restoratif justice, Anak. 

 

LAW ENFORCEMENT POLICY IN THE APPLICATION OF 

RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN AS  CRIMINAL ACTORS 

 

ABSTRACT 

The application of the principle of restorative justice in dealing with criminal acts 

committed by children in a formal juridical manner has been regulated in Law 

Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The 

research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical and 

empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal 

norms, namely researching library materials or secondary materials and field 
research. Primary and secondary data by processing data from primary legal 

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of 

the study indicate that the obstacle in implementing restorative justice against 

children as perpetrators of violent crimes is that they are still very limited, both 

physical facilities where the implementation of restorative justice is carried out, 

and non-physical facilities, namely the unavailability of professional personnel 

such as doctors, psychologists, skill instructors and educators. in various places 

where children are placed during the handling of the legal process.  
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PENDAHULUAN 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945tentang 

sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.  

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat 

di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya 

perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja 

yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma 

hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan 

pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. 

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus 

berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan 

bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus 

terhadap tersangka anak dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di 

Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai 

bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan 

dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, 

suku, bangsa dan negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak 

tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial 

yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan juvenile delinquency, hal tersebut 

cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, 

karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan 

sebagai penjahat. 



 P a g e  | 145  

 

 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022  

Published : 7-09-2022, Page: 143-156 

 

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak sedikit dari 

pelaku tindak pidana adalah anak. Ketika dilakukan penanganan terhadap anak 

melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak 

efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah 

melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan. 

Disebabkan karena secara kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka 

konsep peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup banyak terhadap pelaku 

tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak. 

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan 

pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang 

sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa 

sebagai calon penerus generasi bangsa yang masih dalam masa perkembangan 

fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya 

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang 

melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan 

dalam penjara. 

Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang 

dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada 

pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, 

dan kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi 

penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum 

menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa 

yang akan datang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa 

kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, dan 

pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, 
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kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki 

kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. 

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-

prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child), 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam 

konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non 

diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest for children), 

prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas 

penghargaan terhadap pendapat anak. 

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah 

Indonesia antara lain : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode 

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode 

penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan 

populasi dan sampel. 

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis 

penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini 

juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (law as it 

writeen in the book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses 

pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) atau yang 

sering disebut dengan penelitian doktinal.  
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 

lapangan yaitu tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam penerapan 

restoratif justice  tindak pidana perlindungan anak. 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis 

normatif dan yuridis empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, 

maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan sumber lain. Selain itu juga dilakukan penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 

memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental 

dan sosial, secara utuh selaras dan seimbang.  

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai 

pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya 

mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam 

mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiati 

Soetodjo  penggunaan istilah “ Juvenile Delinquency “ adalah setiap perbuatan 

atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang 

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. 

Istilah yang lazim, perkataan “Juvenile“ sering dipergunakan sebagai 

istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam 
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pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak 

hukum (Polisi, Jaksa, Hakim ) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada 

proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk 

membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) 

dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian 

pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya 

didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun 

sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua 

orang dapat menerimanya, karena pengertian “juvenile“ terlalu umum dan 

mencakup semua orang yang masih muda usianya. 

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiati Soetodjo  bahwa yang dikatakan 

juvenile delinquency adalah  prilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara  sosial pada anak-anak dan 

remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang. Romli 

Atmasasmita dalam Wagiati Soetojdo mengatakan bahwa  tindak pidana anak-

anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat 

dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 

 Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-

unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, 

minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau 

masyarakat sekitarnya. 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam 

berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan 

dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi tingkah laku dan prilaku anak. 

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya 
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berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau 

tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam 

pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, 

wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat 

dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang di 

lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan 

2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi 

3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu 

dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah 

dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, 

dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya. 

Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat 

sekelilingnya. 

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, 

mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada 

persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang 

dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. 

Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan 

harmunisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang 

berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat 

penting bagi sense of belonging seorang anak, kode moral yang diterapkan 

dirumah sebainya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah 

maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak 

mencari kebenaran menurut caranya sendiri. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 
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Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 

itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi 

anak.  

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.  

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa 

perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan 

sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, 

hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan 

dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh anak tidak terlepas dari factor yang mendukung anak yang 

melakukan perbuatan pidana. 

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak 

terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua 

kelompok besar yaitu: 

1. Faktor Intern 

Faktor interen adalah faktor yang berasal dari dalam diri  anak itu sendiri, 

faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan  pidana yang berasal dari 

dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu: 
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a. Untuk memuaskan kecenderunagan keserakahan. 

b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual. 

c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja 

dan lemah mentalnya. 

d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya 

menjadi kesukaan untuk meniru-niru. 

e. Kecenderungan pembawaan yang patologis. 

f. Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme 

pelarian diri yang irasional. 

2. Faktor ekstern. 

 Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar 

anak faktor ini terdiri atas beberapa hal yaitu: 

a. Faktor Lingkunagan Keluarga 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari 

keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Arti keluarga 

bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama 

bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima 

pendidikan, karena keluarga mempunyai perannan penting dalam keluarga. 

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai 

makhaluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertu yang akan 

dibawahnya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan 

dimasyarkat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara 

anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka 

akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkahlakunya dalam 

pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang 

baik, maka kemungkinan besar anak  dalam pergaulanya akan berjalan secara 

tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian 

banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. 
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Umumnya  sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh 

karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari 

keadaan keluarganya, apalgi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak 

normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan  atau sering disebut 

dengan istilah broken home. Perpecahan (broken home) sering mengakibatkan 

anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau 

bahkan keduaduanya. 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering 

dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusanya masing-masing terutama dalam 

hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan 

pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak 

kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk 

menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa 

diabaikan. 

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendirong bagi anak untuk 

melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas 

menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi 

kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah 

demi mempertahangkan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua 

secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk 

dapat memenihi kebutuhanya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang 

tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya). 

b. Faktor Lingkungan sekolah. 

Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motifasi dariluar yang bisa 

mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi 

sekolah yang tidak baik dapat menggaggu proses belajar mengajar anak didik 

yang pada giliranya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berprilaku 

menyimpang. 

c. Faktor lingkungan pergaulan. 
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Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan 

pada waktu sekarang ini  adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak 

semuanya berwatak baik (misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan adapula 

anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai 

dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-

obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh 

besar kepada anak yang pada awlnya bermental baik. 

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan 

keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota 

keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang labih besar lagi yaitu 

lingkunagn masyarakt disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan 

pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar 

dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan 

banyak menyerap ahal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah 

laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk. 

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang 

pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul 

dengan teman-temanya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan 

terutama pengaruh dari teman-temannya sangat besar bagi anak dapat melakukan 

apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak 

untuk melakukan perbuatan menyimpang. 

d. Faktor mass media atau media massa. 

Mas media ayau yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, 

surat kabar, radio, tape, televise, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang 

sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa 

memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

masyarakat. Keberadaan sarana dan pra sarana dan alat-alat tersebut 

mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar 

maupun dalam negeri dengan cepat. 
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Banyak sekali dijumpai mass media yang tidak mendidik. contoh umum 

seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang 

dikatagorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara 

televisi yang mengetengahkan adegan porno dan kekerasan. Hal ini bisa 

memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, dengan mengigat kondisi 

kontrol diri  anak yang masi belum secara penuh dan juga mudahnya anak untuk 

melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang. 

KESIMPULAN 

Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan 

melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 

terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal 

pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 

2014 dan KUHP.  

Penerapan restoratif justice  dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana adalah memfokuskan kepada kebutuhan dari 

pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, 

dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan 

pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku 

kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, 

dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. 

Hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik 

bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum 

tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur 

ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan 

selama dalam penanganan proses hukum.  
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